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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak
dan kewajiban antara seorang laki-laki danseorang perempuan yang bukan
mahram.! Esensi perkawinan tidak hanya dititikberatkan pada masalah
biologis semata, tetapi pada kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang
harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.?Hal ini sejalan
dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang
Maha Esa.

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan baik dalam hukum agama, adat
istiadat, maupun dalam Undang-undang Perkawinan adalah mementuk
keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling
membantu dan melengkapi , agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal dapat tercapai. Walaupun undang-undang maupun hukum agama

! Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011, him. 9.
2Ibid, him. 12.



menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dibentuk dapat terjalin
bahagia dan kekal, tidak menutup kemungkinan aturan yang ideal tersebut
tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, adanya perselisihan yang terus
menerus meruncing antara pasangan suami istri dapat menyebabkan
perkawinan menjadi putus® perceraian adalah penghapusan perkawinan
dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.*
Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusnya perkawinan. Menurut Undang-
undang Perkawinan putusnya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian;
(2) perceraian; dan (3) karena putusnya pengadilan. Dengan demikian,

perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.®

Seiring dengan perkembangan zaman, karena terjadinya perubahan
nilai-nilai sosial ditengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin
tinggi. Sehingga pada masa sekarang ini perceraian bukanlah suatu hal yang
tabu melainkan sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Banyak faktor
penyebab yang mempegaruhi keutuhan rumah tangga, baik itu faktor ektern

maupun faktor intern. Ada banyak penyebab perceraian di Indonesia

42.

3Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No. 3019, Pasal 39.
4Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXXI, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, him.

SWahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, cetakan pertama,

Palembang: PT. Rambang, 2006, him. 109.



yangdapat menyebabkan pesangan akhirnya memutuskan untuk bercerai

seperti halnya:®

1. Masalah ekonomi

2. Perselingkuhan

3. Tidak sesuai kreteria

4. Salah satu pasangan terlalu sibuk dengan pekerjaan
5. Perbedaan

6. Pernikahan yang terlalu dini

7. Perubahan budaya

8. Kurangnya komunikasi

9. Kurangnyakepercayaan antar pasangan

10. Kurang perhatian

11. Kekerasan dalam rumah tangga

Al-Qur’an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan
diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan
hanya dirasakan oleh pihak suami-istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan
secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah
pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya

hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan

®Maya Tita Sari, 11 Penyebab Perceraian Di Indonesia-Dampak Mencengangkan,
http://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia diakses pada tanggal 25 Febuari
2018.
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beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami-istri atau anak-anaknya.
Mengingat dampak perceraian sangat besar bukan hanya kepada suami istri
dan anak-anak, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian
sebagai alternatif terakhir menyelesaikan kemelut rumah tangga, harus
dilakukan melalui suatu proses hukum.” Perceraian yang dilakukan melalui
proses hukum akan menjamin hak-hak perempuan dan hak anak, sehingga
perceraian tidak akan menelantarkan perempuan dan anak. Jaminan sandang,
pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain akan terwujud, karena
hukum memberikan perlindungan kepada para pihak yang terkena dampak

perceraian.®

Proses perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun di
Pengadilan Negeri, kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun
istri harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku. Proses perseraian yang
mewajibkan dilakukan melalui proses pengadilan dimaksudkan untuk
memberikan kepastian tentang status suami-istri  secaraadministrasi
kenegaraan. Proses ini juga bertujuan agar pelaksanaannya dimasyarakat
melalui tahapan mulai dari pertemuan oleh atasan bagi Pegawai Negari Sipil
atau Pegawai Negara, pertemuan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama

(KUA), hingga pertemuan dengan Hakim di Pengadilan Agama, maksud dari

Vijay Malik,Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance, Delhi: Eastern Book
Company, 1988, him. 67-68.

8Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, him. 182.



pertemuan-pertemuan ini adalah untuk memperoleh izin dilakukannya
perceraian. lzin yang diberikan oleh atasan/pimpinan bagi para pihak yang
merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pejabat KUA dan
Hakim Pengadilan Agama didahului dengan tawaran rujuk dan pikir-pikir
kembali tentang maksud para pihak yang ingin berpisah. Proses inilah yang
disebut dengan proses mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pimpinan,
pejabat KUA dan/atau Hakim Pengadilan Agama dilakukan dalam upaya
memberikan peluang kepada para pihakuntuk berkesempatan mencari
pokokpermasalahan utama agar diperoleh jalan keluar terbaik bagi kedua

belah pihak.®

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang
berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses
pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah,
maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat.
Tujuan utama mediasi adalah mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang
bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk
mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang
selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertiakaikan itu biasanya bisa
menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan

sarana untuk mepertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi

®Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Pengaruh Budaya Petriarki Terhadap Perceraian,
Malang: Tunggal Mandiri, 2014, him. 7-8.



oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar
menjadi jernih dan pihak pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan

pentingnya perdamaian antara mereka.*°

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti
sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan sebagai penasihat.!! Pertama, mediasi merupakan proses
penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau
lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-
pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang
terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan
tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Dalam
mediasi seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa
dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan,
mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat
ditawarkan kepada pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam
menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran
atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa.

Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya

105iddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan,
http://www. Badilag.net diakses pada tanggal 25 Febuari 2018

1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, him. 569.




dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga menghasilkan kesepakatan

(agreement) dari para pihak.?

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidakefektif dan
efisien, maka muncul altenatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian.
Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 Herziene Inlandsch
Reglement (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtstreglement
Voor De Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud
mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.*®

Mahkamah Agung sepagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat betapa pentingnya
integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak pada Pasal 130 HIR/ Pasal
154 R.Bg, kemudian Mahkamah Agung merubahnya ke arah yang lebih
bersifat memaksa. Dengan demikian, maka diterbitkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada
tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama
Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan terbitnya SEMA ini adalah pebatasan
perkara secara substansif dan prosedural. Karena apabila peradilan tingkat
pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka dapat
mengurangi jumlah perkara pada tingkat kasasi. Belum genap dua tahun

setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 kemudian Mahkamah

12Gyahrizal Abbas, Op. Cit., him. 7.
13R. Tresna, Komentar HIR, Cetakan XVIII, Jakarta: Paradya Paramita, 2005, him. 110.



Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tepatnya pada tanggal 11 September
2003.

Di dalam konsideran huruf e disebutkan salah satu alasan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diterbitkan karena SEMA belum
sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan yang
bersifat secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela sehingga SEMA tidak
mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian
perkara terlebih dahulu melalui perdamaian. Setelah dilakukan evaluasi
terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa
permasalahan yang bersumbet dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2003 tersebut. sehingga Mahkamah Agung merevisi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menjadiPeraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam
konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa
yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar
kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang
memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalan konsideran huruf
b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan

pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi



salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di
pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi
masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan
memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesian sengketa di
samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkanPeraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Karna
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belumoptimal
memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna dan
mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Didalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan terdapat beberapa point penting yang berbeda dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, diantaranya: Batas waktu mediasi,
Kewajiban para pihak mengahadiri secara lansung pertemuan Mediasi,
Adanya itikad baik dan akibat hukum, Adanya kesepakatan sebagian pihak,
Pengecualian perkara yang dimediasikan, Adanya terobosan baru pertemuan
mediasi yang dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak
jauh.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuatnya
dalam dalam bentuk skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi dalam
Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A

Palembang”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang kan dibahas

dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam Penyelesaian perkara perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan
mediasi dalam Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama
Kelas 1A Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penulisan skripsi ini

antara lain :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara
perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Apakah sudah
dilaksanakan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk menggali faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan

Agama Kelas 1A Palembang.



Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pengetahuan dan
pengembangan hukum perdata, khususnya yang mengatur mengenai mediasi

dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat mediasi
dalam perkara perceraian maka, dapat dijadikan sebagai masukan bagi para
Hakim yang menyelesaikan dalam hal inimediasi dalam perkara perceraian dan

juga agar penyelesaian perkara perceraian ini dapat teratasi dengan baik.

Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan
diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya
pada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi dalam
penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan

tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.



F. Kerangka Teori
Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti
efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah
keefektifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang
melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya
menunjukkan taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan
pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya.
Efektivitas menekan pada hasil yang dicapai, sedangkan efiisiensi lebih
melihat pada bagaimana cara mecapai hasil yang dicapai itu dengan
membandingkan antara inputdan outputnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan
sejauh mana rencana yang dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat
dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat
juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara

atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.*

4Susan Dwi Anggriani, Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas,
http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1diakses pada
tanggal 25 Febuari 2018.



http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar adil mempunyai
arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Dengan
demikian, keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat
sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.*®Berikut ini

pengertian keadilan menurut para ahli:

a. Aristoteles, seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti
keadilan. la mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan
kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.'® Selanjutnya
dia membagi keadilan mejadi dua bentuk yaitu:}’ pertama,
keadilan distributif adalah kedilan yang ditentukan oleh
pembuat Undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan
kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip
kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif adalah
keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara

distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

®Eddy Utomo, Pengertian Keadilan, http:/pkn-ips.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-
keadilan.html?m=1, diakses pada tanggal 25 Febuari 2018.

6Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum, Surabaya:
LaksBang Yustisia, 2010, hIm.63.

7Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2006, him. 47-48.



http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-keadilan.html?m=1
http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-keadilan.html?m=1

b. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan
dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif.
Terutama kecocokan dengan Undang-undang. la menganggap
sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan
relatif dengana sebuah norma “adil” hanya kata lain dari

s 18

“benar”.

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan
menerapkan perangkat saranahukum tertentu untuk memaksakan sanksi
hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.
Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah
yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut
dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif
atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini

mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta

18Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum,Bandung: Penerbit Musa Media, 2010, him 48.



tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.!® Faktor-faktor tersebut

adalah:?
1. Hukum (Undang-undang);
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni Penelitian Hukum

Normatif-empiris.Penelitian hukum normatif-empiris (applied normative law)

yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) in action pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.?

lgRay

Pratama Siadari, Teori Penegakan Hukum,

http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1diakses pada tanggal 25

Febuari 2018.

2Sperjono soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1983, him. 5.
ZLAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,

him. 134.


http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1

2. Metode Pendekatan
Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach )

Pendekatan  perundang-undangan  (StatuteApproach) adalah
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.??
Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-undang lain

yang terkait.
b. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang
keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala
sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena
sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya
hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari

terjadinya proses tersebut.?

22Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,
him.9.

ZAbuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cetakan Ill, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999, him. 39.



3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, antara lain:
a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan

terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:
a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan
hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan
dan putusan-putusan Hakim. 2 Untuk lebih khususnya data
primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah
Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.
b) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

24peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, him. 181.



kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan.?® Bahan hukum sekunder
merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat tidak
mengikat akan tetapi berhubungan dengan bahan hukum
primer tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di

Pengadilan Agama Kleas 1A Palembang.
b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang
ada di lapangan bersumber dari informan maupundata yang diperoleh
pada institusi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Untuk lebih
khususnya berikut data primer dalam penelitian ini adalah dua Hakim

Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode penelitian bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi :
1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau

memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung

2|bid, him.9.



kepada narasumber. Penelitianini menggunakan wawancara yang tidak
tersturuktur dimana peneliti melakukan dialog dengan informan yang
dianggap mengetahui dengan jelas kondisi mengenai pelaksanaan
mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A
Palembang. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai duaHakim

Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan bahan hukum yang diperoleh baik itu bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder di analisis secara deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsi data apa
adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan

secara kualitatif.2®

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarik
kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan
yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat

khusus.?”

%Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan V, Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010, him. 6.

2’Spetandyo Wingnjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Malang: Setara Press, 2013, him.
91.
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